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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 201C1

Menimbang

Mengingat

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,
: a' bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baikmelalui peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu pengaturan standaroperasional 

.prosedur (SOP) pada setiap Satuan x.4. e"r"rintah Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Gorontalo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

. sebagaimana dimaksud paoahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur't-nt"ng standar operasionalProsedur (soP) Pelayanan Publik pada Dinai p"noioir,"n, pemuda Dan otahRaga Provinsi Gorontalo;
: 1. Undang-undang Nomor 3g rahun 2000 tentang pembentukan provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia ianun 2oo0 Nomoi zsg,Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndorresia Nomor a060);
2. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Noir or 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 42g6);
3' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan Daerah (LembaranNegara Repubrik Indonesra Tahun 2004 Nomor 12s, Tambahan LembaranNegara Repubtik Indonesia Nomor. 4a3l; sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakfiir dengan Undang-undang Nom di tz Tahun 2008 tlnt.ngPerubahan Kedua Atas undarig-Undaig Nom or 32 Tahun zoo+ ientangPemerintahan Daerah (Lembaran Negari nepuuiik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran ruegariRepuorilinoonesia Nomo r 4g44):
4' undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009_ _tenlang 

pelayanan publik (LembaranNegara Repubrik rndonesia Tahun 2009 Nom-or 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor S03g);
5' Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3; Tahun 2006 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi corontato Tahun 2006 Nomor 3Seri E).
Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun

?00.9 . tentang Pedoman Peningkatan Kualitas nerayinan publik Berbasispartisipasi Masyarakat

MEMUTUSKAN:

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADADINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH NNbN PNOVL|..ISI GORONTALO

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1' Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan bagi masyarakat yang disediakan oleh penyelenggara pelalanan publik
2' Penyelenggara pelayanan_publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pada DinasPendidikan, Pemuda Dan Olah Raga provinsiGoiontalo.
3' Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penrberi Layanan adatah pegawai pada

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan olah Raga provinsiGorontalo.
4. Atasan Pelaksana Pelayanan Publik adalah Kepala pada Dinas pendidikan, pemuda Dan OtahRaga Provinsi Gorontalo.
5' standar operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat sop adalah acuan penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyetenggara dan/atau pemneii layanai'untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakaupenerima rayanan.

6' Masyarakat yang selanjutnya disebut Penerima Layanan aclalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun uaoan hukum yaig
berkedudukan sebagai penerima manfaal pelayanaripublik, baik secara'tangsung maupun tidaklangsung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ru.ang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraanpelayanan publik yang dilaksanakan pada pada Dinas Pendidikan, pemuda Dan olah Raga provinsi
Gorontalo.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

Pengaturan tentang standar operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagipenenma layanan dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas'penoioiiai,Pemuda Dan Otah Raga provinsi Gorontalo.

Pasal 4
Tujuan

(1) Tujuan pengaturan tentang standar operasional prosedur ini adalah:
a' tenrujudnya prosedur pelayanan yang jelas antara penedma layanan dan pemberi layanandalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam lingkup kerja padaDinas Pendidikan, pemuda Dan olah Ra-ga provinsi Gorontaro;
b' tenvujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai bentuk komitmen ctan acuan bagiPenyelenggara.dan pemberi layanan terhadap penerimi rayanan;
c' terciptanya suatu proses pelayanan yang tertili dan memlreri kepastian bagi penyelenggara,pemberi layanan dan penerima layanan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5
l' Standar operasional Prosedur sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan publikpada Dinas Pendidikan, Pemuda oan otan RJga Provinsi corontaio-i"o"giirana LampiranPeraturan ini.
2' Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupak,an bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan ini
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-sKplj pada Dinas pendidikan, pemudaDan Olah Raga provinsiGorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini murai berraku pada tanggar ditetapkarr

19:I^-l':! -9t"lg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur inioengan penempatannya daram Berita Daerah provinsi coro"ntato

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1O NOMOI] 26
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